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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 52 TAHUN 2020 

TENTANG  

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya 

manusia di sektor perdagangan dan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu 

menyusun Rencana Induk Pengembangan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan 

yang menjadi acuan dalam penyusunan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor 

Perdagangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perdagangan tentang Rencana Induk 

Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia Sektor Perdagangan;  
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3193); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem 

Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 110); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang 

Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang 

Perdagangan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 233); 

12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

257); 

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1891); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ 

PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019 

tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1253); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG RENCANA 

INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA 

NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap 

individu yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang 

selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan 

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang 

relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya 

disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, 

dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan 

bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam 

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

4. Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor 

Perdagangan yang selanjutnya disebut RIP SKKNI adalah 

dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang 

disusun oleh Kementerian Perdagangan selaku instansi 

pembina sektor perdagangan.  

5. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang 

sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang 

SKKNI. 

6. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang 

dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada 

sektor ekonomi. 
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7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

 

Pasal 2 

(1) Menteri menetapkan RIP SKKNI sebagai acuan dalam 

penyusunan SKKNI. 

(2) RIP SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

selama 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2024. 

(3) RIP SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

(1) RIP SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

disusun melalui identifikasi Bidang Usaha berdasarkan 

lingkup sektor perdagangan berdasarkan usulan Unit 

Eselon II Pembina Bidang Usaha. 

(2) Lingkup sektor perdagangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi bidang: 

a. perdagangan dalam negeri; 

b. perlindungan konsumen dan tertib niaga; 

c. perdagangan luar negeri; 

d. pengembangan ekspor nasional; dan 

e. perdagangan berjangka komoditi. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam menyusun RIP SKKNI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri membentuk Komite 

Standar Kompetensi Sektor Perdagangan. 

(2) Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi Sektor 

Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 

atas: 

a. Pengarah; 

b. Ketua merangkap anggota; 

c. Sekretaris merangkap anggota; dan 

d. Anggota. 
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(3) Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 

a. menyusun RIP SKKNI; 

b. membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi 

SKKNI/KKNI; 

c. menilai usulan penyusunan SKKNI; 

d. mengembangkan SKKNI dan KKNI; 

e. menyelenggarakan Pra Konvensi dan Konvensi yang 

dilakukan oleh unit yang mengusulkan Rancangan 

SKKNI dan KKNI; dan 

f. melakukan pemantauan dan kaji ulang SKKNI dan 

KKNI. 

(4) Ketentuan mengenai tugas keanggotaan Komite Standar 

Kompetensi Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) mengacu pada RIP SKKNI sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan penyusunan RIP 

SKKNI, Unit Eselon II yang membina Bidang Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyusun 

SKKNI dan KKNI sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

(1) SKKNI dikelola dengan mengacu pada Sistem 

Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. 

(2) Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Pengembangan SKKNI; 

b. Penerapan SKKNI; dan 

c. Pembinaan dan pengendalian SKKNI. 

 

Pasal 7 

(1) Pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan 
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mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta perubahan cara kerja dan 

persyaratan kerja. 

(2) Hasil pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diusulkan oleh Menteri untuk ditetapkan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang ketenagakerjaan.  

 

Pasal 8 

Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2) huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan: 

a. Pendidikan Vokasi/keterampilan; 

b. Pelatihan Kerja; dan 

c. Sertifïkasi Kompetensi. 

  

Pasal 9 

(1) Pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Perdagangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c 

dilakukan oleh Menteri. 

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi penerapan SKKNI untuk 

melakukan: 

a. rekrutmen berbasis kompetensi; 

b. evaluasi kompetensi; dan  

c. pemeliharaan kompetensi tenaga kerja di sektor 

perdagangan. 

(3) Pembinaan dan pengendalian SKKNI dilakukan 

diantaranya terhadap: 

a. industri/perusahaan; 

b. asosiasi profesi; 

c. kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan; 

d. kelembagaan pelatihan kerja; dan 

e. kelembagaan sertifikasi profesi. 

 

Pasal 10 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Mei 2020 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

AGUS SUPARMANTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Mei 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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